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Abstract:
The Constitution as a form of collective agreement is an important document containing values to be the highest
referral system in regulating the life of nation and state. Looking at the sociological fact that Muslims are the
majority in Indonesia, the spirit that was built at the beginning was to ensure the absolute necessity of how the
basic values and main concepts of Islam can be fulfilled, while keeping in mind the needs and ensuring the rights
of people from other religions. The view of some Muslims who assume founding father Indonesia has injured the
spirit of the struggle of Muslims in achieving independence and make Indonesia as a secular state would be
important to be straightened out. Departing from that, the author will examine the literature how the history and
content of the 1945 Constitution in which contains Islamic values. The results of this study indicate that although
Indonesia is not an Islamic country, but the spirit and values contained in the 1945 Constitution is very thick
breath Islamic values.
Keywords : UUD 1945, Islam, Khilafah
Abstrak:
Konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama merupakan dokumen penting yang berisikan nilai-nilai untuk
dijadikan sistem rujukan tertinggi dalam mengatur peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat fakta
sosiologis bahwa umat islam adalah kaum mayoritas di Indonesia, maka semangat yang dibangun di awal adalah
menjamin kebutuhan-kebutuhan mutlak bagaimana nilai-nilai dasar dan konsep-konsep utama umat islam bisa
terpenuhi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan terjaminnya hak-hak umat dari agama lain. Adanya
pandangan sebagian umat islam yang mengaggap founding father Indonesia telah mencederai semangat
perjuangan umat islam dalam meraih kemerdekaan dan menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler kiranya
penting untuk diluruskan. Berangkat dari hal tersebut, penulis akan mengkaji secara pustaka bagaimana sejarah
dan isi UUD NRI 1945 yang didalamnya berisi nilai-nilai keislaman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD NRI
1945 sangat kental bernafaskan nilai-nilai keislaman.
Kata Kunci : UUD NRI 1945, Islam, Khilafah

I.

PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki konstitusi berupa UUD NRI 1945

sebagai landasan dalam kegiatan bernegara. Konstitusi ini merupakan sebuah dokumen yang
sangat penting karena di dalamnya berisi nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati
bersama oleh semua warga Indonesia untuk dijadikan sistem dalam mengatur kehidupan
setiap elemen yang ada di Indonesia1. Sebagai sebuah kesepakatan, tentunya nilai-nilai yang
ada di dalam UUD NRI 1945 didapatkan dari proses panjang menggali nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia. Nilai tersebut menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa1

Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. xv.
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bangsa yang lain. Indonesia sebagai negara yang dikenal menjunjung tinggi nilai ketuhanan
dengan dicerminkan dari isi yang ada di dalam UUD NRI 1945. Di dalam Pembukaan UUD NRI
1945 disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat yang telah diberikan
Allah Yang Maha Kuasa kepada Bangsa Indonesia dengan disertai keinginan luhur supaya
berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Kemudian di batang tubuh UUD NRI 1945 diatur
mengenai kebebasan beragama pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan di ayat (2) dinyatakan bahwa negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agama dan kepercayaannya2.
Menurut Prof. Hazairin, kaidah fundamental sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
dapat ditafsirkan menjadi tiga kemungkinan sebagai berikut:
1. Di Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air.
2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, jika untuk
menjalankan syariat tersebut membutuhkan campur tangan negara. Oleh sebab itu
negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk
kepentingan bangsa Indonesia
3. Syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat
dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban
pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan
agamanya masing-masing.
Tafsir Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang disampaikan oleh Prof. Hazairin menunjukan
bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama yang hanya mengakui satu agama sebagai
agama negara. Namun Indonesia adalah negara Pancasila yang di dalamnya diakui secara sah
berbagai agama. Setiap penduduk Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk agamanya
masing-masing sesuai kepercayaannya. Konsekuensi diakuinya agama di Indonesia yaitu
negara tidak boleh menerapkan aturan hukum yang bertentangan dengan agama-agama
yang ada.
Menurut Ismail Saleh, Menteri Kehakiman pada tahun 1989, hukum islam menjadi salah
satu sumber hukum yang menjiwai hukum nasional di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri
2
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bahwa sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemeluk agama islam3. Menurut Prof Jimly
Asshiddiqie, penduduk Indonesia yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari harus
berpegang pada dua tali pengikat sekaligus, yaitu Al-qur’an beserta Sunnah Rasul dan UUD
NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pun demikian pula bagi
penganut agama lain harus berpegang teguh pada dua tali pengikat sekaligus, yaitu kitab suci
mereka masing-masing dan UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan di
bawahnya4. Setiap warga negara Indonesia harus senantiasa menempatkan kitab suci agama
di tangan kanan dan UUD NRI 1945 di tangan kiri sebagai penyeimbang5. Hal demikian bukan
berarti antara kitab suci dan UUD NRI 1945 saling bertolak belakang, tetapi perumpamaan
tersebut mencerminkan bahwa UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang begitu menjunjung
tinggi nilai ketuhanan dan keagamaan.
Di dalam setiap konstitusi terdapat pembukaan atau preambul yang berisi beberapa
kalimat singkat yang menggambarkan visi, misi, dan nilai-nilai dasar negara yang hendak
dibangun dan dijalankan bersama. Pembukaan UUD NRI 1945 terdiri dari empat alinea yang
berisi temanya masing-masing yang berbeda. Jika mengakaji lebih dalam dapat terlihat bahwa
di dalam alinea pertama membahas mengenai mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi
manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhalifahan Allah di muka bumi. Kemudian di
alinea kedua berisi pesan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian di alinea ketiga digambarkan
perihal semangat keimanan kepada Allah SWT sebagai landasan spiritual-moral seluruh gerak
dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. Dan di alinea terkhir digambarkan
mengenai lima prinsip dasar bagi kehidupan bernegara yang sering kita sebut sebagai
Pancasila6.
Nilai-nilai dasar yang sangat kental dengan nuansa ketuhanan yang masuk ke dalam
UUD NRI 1945 tidak secara tiba-tiba datang begitu saja. Masuknya nilai-nilai ketuhanan
tersebut berasal dari sejarah panjang sistem hukum Indonesia sejak masa kerajaan Islam,
masa penjajahan, hingga masa menuju kemerdekaan. Sebagaimana diketahui bahwa sumber
3

Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peraddilan Agama di Indonesia. Cet. 2. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005), hlm. 211.
4

Masdar Farid Mas’ud, Syarah UUD.
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hukum di Indonesia berasal dari hukum eropa, hukum islam, dan hukum adat. Sumber hukum
tersebut yang kemudian diekstraksikan menjadi nilai-nilai keindonesiaan yang berbudaya dan
religius yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.
Konstitusi Indonesia yang sangat kental dengan nilai-nilai ketuhanan bukan berarti
menjadikan hukum-hukum agama otomatis menjadi hukum positif di Indonesia. Yudi Latief
selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjelaskan bahwa ajaran agama
tidak otomatis menjadi hukum di Indonesia. Pembentukan hukum negara dan berbagai
kebijakan publik harus dilakukan dengan mekanisme demokratis. Semua kelompok agama
berhak mengajukan doktrin agamanya sebagai bahan baku produk hukum. 7 Mekanisme
politik harus tetap dijalankan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di
dalam tubuh lembaga perwakilan.

II.
1.

PEMBAHASAN
Landasan Teori

A. Teori Konstitusi
Kata “konstitusi” dapat diartikan sebagai “pembentukan”. Kata konstitusi ini berasal
dari bahasa perancis, yaitu “constituer” yang berarti “membentuk”. Sebelum lebih dalam
menjelaskan, perlu diketahui bersama bahwa konstitusi (constitution) dan undang-undang
dasar .(grundgezets) merupakan sutu hal yang berbeda8. Konstitusi merupakan dasar negara
yang mungkin bentuknya tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar merupakan dasar
negara yang bentuknya harus tertulis.
1) Jenis Konstitusi
Konstitusi berisikan nilai-nilai yang bersifat fundamental mengenai sendi-sendi
kenegaraan. Di dunia, kita mengenal terdapat dua jenis konsitusi, yaitu konstitusi tertulis
dan konstitusi tidak tertulis. Hal ini sama hal nya seperti hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis. Perlu dipahami bahwa tidak semua hukum dasar yang tertulis dapat dikatakan
sebagai konstitusi dan tidak semua hukum dasar yang tidak tertulis bukan merupakan
7

Normand Edwin Elnizar, “Pasal Agama dalam Konstitusi RI Warnai Semua Produk Hukum,”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7aa5c91d10c/pasal-agama-dalam-konstitusi-ri-warnaisemua-produk-hukum/ diakses pada 28 November 2019.
8

Sejarah
Perkembangan
Konstitusi
di
Indonesia,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#.Wvl5k0xuLDc , diakses 14 Mei
2018.
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konstitusi. Menurut Ivor Jenning, negara yang menggunakan konstitusi secara tertulis di
dalam konstitusi tersebut setidaknya memuat dua hal penting, yaitu adanya aturan
wewenang dan tata cara bekerja lembaga negara dan adanaya ketentuan berbagai hak
asasi dari warga negara yang diakui dan dilindungi9.
2) Tujuan Konstitusi
Salah satu tokoh yang mengemukakan tentang tujuan konstitusi adalah C.F. Strong.
Menurutnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan
pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan
kekuasaan yang berdaulat10. Adanya berbagai pembatasan terebut tidak lain supaya
tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah. Dari hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa tujuan dari konstitusi adalah sebagai sarana untuk mencapai
tujuan negara dengan berdasrkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara11.
3) Kedudukan Konstitusi
Kedudukan konstitusi dari masa ke masa mengalami pergeseran sesuai dengan
kebutuhan. Pada awalnya kedudukan konsitusi sebagai benteng pemisah antara
penguasa dan rakyat. Hal ini terjadi pada masa monarki atau oligarki. Kemudian
kedudukan konstitusi bergeser menjadi alat rakyat dalam memperjuangkan kekuasaan
melawan golongan penguasa. Kemudian di masa sekarang kedudukan konstitusi adalah
sebagai senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kezhaliman penguasa yang otoriter
dan untuk menata kehidupan bernegara sesuai kepentingan rakyat secara bersama12.
4) Fungsi Konstitusi
Konstitusi bukan hanya diakui secara materil mengenai kandungan isi dari apa yang ada
di dalamnya, namun konstitusi juga diakui secara formil sebagai bukti terbentuknya
negara. Layaknya sebuah akta pendirian bangunan, konstitusi merupakan akta pendirian
negara yang berfungsi sebagai tanda bahwa negara tersebut telah merdeka. Dengan

9

Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf ,
diakses pada 14 Mei 2018.
10

A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan
Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 12.
11

Ibid., hlm.13.

12

Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Yapemdo, 2000), hlm. 286.
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demikian fungsi dari konstitusi adalah sebagai penjamin kepastian hukum dalam praktek
penyelenggaraan negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah13.
5) Materi Muatan Konstitusi
Secara sederhana dapat kita katakna bahwa di dalam sebuah konstitusi harus termuat
beberapa materi muatan, antara lain mengenai pengaturan hal-hal yang fundamental
mengenai susunan pemerintahan negara, kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan
dari lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, jaminan
terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara serta kewajiban warga negara,
pemisahan atau pembagian pembatasn tugas ketatanegaraan, dan konsepsi negara
dalam berbagai bidang kehidupan ke arah mencapai cita-cita nasional suatu negara14.

B. Konsep Negara Hukum dalam Islam
Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan konsep antara agama, din, dan religion. Di
Indonesia, kita menyebut ketiganya dengan sebutan yang sama, yaitu agama. Islam
mengartikan agama sebagai din, yang artinya konsep bertuhan bukan hanya yang berkaitan
dengan hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan saja, tetapi juga yang berkaitan
dengan hubungan secara horizontal terhadap sesama manusia ataupun terhadap alam. Di
barat, istilah agama yang digunakan adalah religion. Menurut pemahaman umum barat,
religion merupakan ikatan manusia dengan Tuhan atau Tuhan-tuhan saja15.
Dari konsep din tersebut, islam memakanai agama bukan hanya sekadar ritual saja,
tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial. Dengan demikian, mengenai persoalan negara
pun islam mengaturnya. Negara sebagai wadah sekelompok masyarakat dalam menjalani
kehidupan agaknya dimaknai berbeda dalam islam jika dibandingkan dengan konsep barat.
Sebagaimana kita tahu bahwa di barat konsep terbentuknya negara didasarkan pada
perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), namun di islam terbetuknya negara dilandasi
bukan sekadar perjanjian bermasyarakat, tetepi juga atas dasar fungsi manusia sebagai
khalifah Allah di muka bumi untuk mengatur dan mengurus bumi. Oleh karena itu manusia

13

Ibid., hlm. 350.

14

Ibid., hlm. 501.

15

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, cet. 4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 13.
Astim Riyanto, Teori Konstitusi, hlm. 350.
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dituntut untuk menjalani hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah supaya tercapainya
kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat16.
Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim yang banyak membahas mengenai konsep
sosial yang berkaitan dengan kenegaraan. Dalam bukunya yang fenomenal berjudul
mukadimah, Ibnu Khaldun menjelaskan tentang dua jenis kelompok negara, yaitu negara
dengan ciri kekuasaan alamiah (mulk taba’i) dan negara dengan ciri kekuasaan politik (mulk
siyasi)17. Untuk kelompok yang pertama, ia mencirikan bahwa negara tersebut hidup dan
berkembang tanpa adanya aturan, atau dengan kata lain hukum yang berkembang pada
negara tersebut adalah hukum rimba. Karena demikian kondisinya, maka yang
diperhitungkan pada negara ini adalah siapa yang lebih kuat, dia yang berkuasa. Sedangkan
pada negara kelompok kedua yang bercirikan kekuasaan politik, ia membaginya menjadi tiga
jenis, yaitu negara hukum atau nomokrasi islam (siyasah diniyah), negara hukum sekuler
(siyasah ‘aqliyah) dan negara ala republik Plato (siyasah madaniyah)18.
Ketiga jenis negara yang diklasifikasikan Ibnu Khaldun tersebut didasarkan pada sumber
hukum yang digunakan dalam kehidupan bernegara. Untuk negara hukum atau nomokrasi
islam, sumber hukum yang digunakan adalah syariah islam sebagai fondasinya kemudian akal
manusia sebagai sumber hukum kedua. Nomokrasi islam bertujuan mewujudkan
kesejahteraan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Kemudian untuk negara
hukum sekuler (siyasah ‘aqliyah) sumber hukum yang digunakan hanyalah apa yang
bersumber dari akal manusia saja, tanpa memperhatikan syariat islam. Untuk negara yang
terakhir, yaitu negara ala republik Plato tidak menggunakan sumber hukum yang berasal dari
syariat islam ataupun akal rasio manusia. Negara jenis ini karena hanya dikuasasi segelintir
orang, maka sifat absolut sangat terasa. Oleh karena itu negara jenis ini cenderung bersifat
sewenang-wenang19.
Menurut Ibnu Khaldun, dari ketiga jenis negara yang sudah dijelaskan di atas, negara
hukum atau nomokrasi islam adalah tipe negara yang paling baik dan ideal untuk diterapkan.
Menurutnya, ciri ideal suatu negara adalah kombinasi antara syariah dan kaidah-kaidah

16

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, hlm. 14.

17

Ibid.

18

Ibid., hlm. 15.

19

Ibid., hlm. 16.
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hukum yang ditetapkan manusia dengan menggunakan akalnya. Penggunaan akal disini tetap
memperhatikan syariah sebagai rujukan dalam memutuskan sesuatu20.
Untuk mengatakan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum atau
nomokrasi islam, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu21:
1) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah
Kekuasaan merupakan suatu karunia yang diberikan Allah. Amanah merupakan
nikmat yang diberikan Allah kepada yang diberikan, dengan catatan amanah tersebut
dijalankan sesuai dengan petunjuk Al-qur’an dan tradisi Nabi Muhammad SAW.
Karena kekuasaan ini adalah amanah, maka wajib untuk disampaikan kepada orang
lain yang berhak menerimanya. Selain itu, sebagai sebuah amanah maka setiap
kekuasaan yang diberikan pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya di
kemudian hari.
2) Prinsip Musyawarah
Prinsip ini merupakan prinsip yang ketentuannya sudah diatur di dalam Al-qur’an.
Mengenai prinsip musyawarah diatur dalam Surah As-syura ayat ke 38. Kebaikan dari
prinsip ini adalah untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dari orang yang
telah diberi kekuasaan.
3) Prinsip Keadilan
Prinsip mengenai keadilan ini diatur di dalam Al-qur’an salah satunya di dalam Surah
An-nissa ayat ke 135. Keadilan menjadi suatu hal yang penting karena keadilan adalah
kebenaran. Keadilan dan kebenaran merupakan dua hal yang saling berkaitan satu
sama lain.
4) Prinsip Persamaan
Di dalam Al-qur’an telah diatur mengenai prinsip ini di dalam Surah Al-Hujurat ayat ke
13, tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Prinsip persamaan ini memiliki
cakupan yang luas, meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dll. Dengan adanya
persamaan ini akan menimbulkan keadilan dan ketentraman.
5) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

20

Ibid.

21

Ibid., hlm. 105.
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Salah satu ayat di dalam Al-qur’an yang mengatur mengenai hak asasi manusia adalah
di dalam Surah Al-Isra’ ayat ke 33. Di ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan
melakukan pembunuhan terhadap seseorang tanpa adanya alasan pembenar.
6) Prinsip Peradilan Bebas
Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dengan adanya
prinsip ini diharapkan manusia dapat memberikan keputusan secara adil. Di dalam Alqur’an mengenai hal ini sudah diatur di dalam surah An-nissa ayat ke 57 tentang
berbuat adil.
7) Prinsip Perdamaian
Implementasi perdamaian dalam sutu negara biasanya berkaitan dengan hubungan
luar negeri dengan negara lain. Perdamauan merupakan nilai luhur yang diajarkan
islam kepada semua manusia. Dengan demikian prinsip ini merupakan hal yang
penting dalam berneraga
8) Prinsip Kesejahteraan
Prinsip ini bertujuan untuk tercapainya keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi
seluruh rakyat. Hal ini menjadi tangung jawab pemimpin dalam mensejahterakan
rakyatnya.
9) Prinsip Ketaatan Rakyat
Kewajiban untuk rakyat patuh terhadap pemimpinnya sudah dijelaskan di dalam Alqur’an Surah An-nissa ayat ke 59. Kemudian dijelaskan kembali oleh Prof. Hazairin
bahwa ketaatan akan mendatangkan kesejahteraan selama perintah yang diberikan
pemimpin bukan termasuk kedzaliman.
2. Penerapan Konsep Negara Islam
A. Piagam Madinah
Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi tertulis pertama yang dibuat umat
manusia sebagai landasan berdirinya suatu negara. Perjanjian yang dilakukan antara Nabi
Muhammad SAW dan wakil-wakil peduduk kota Madinah dikenal sebagai perjanjian AlAqabah I dan II22. Piagam ini dapat dikatakan sebagai konstitusi karena ciri-ciri sebuah
konstitusi telah terpenuhi dalam piagam ini, seperti bentunya tertulis, menjadi dasar
organisasi pemerintahan masyarakat, adanya kedaulatan negara yang dipegang, dan adanya
22

Ibid., hlm. 18.
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ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental. Meskipun begitu piagam
ini sangat sederhana. Di dalamnya belum diatur mengenai pembagian kekuasaan antara
badan legislatif, eksekutif, maupun yudisial23.
Pembentukan konstitusi pertama ini dilatarbelakangi oleh semangat Nabi Muhammad
SAW dalam memelihara persatuan dan kesatuan antar suku yang ada di Madinah. Dengan
adanya konstitusi ini diharapkan tidak adanya diskriminasi dan hegemoni suku yang kuat
menindas suku yang lemah. Selain itu, kendati Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat
islam, namun Nabi Muhammad tetap memperhatikan umat agama lain dalam melaksanakan
ibadah. Adanya pengakuan terhadap kebebasan beribadah, kebebasan berpendapat, dan
kehendak umum juga menjadi indikator bahwa piagam madinah dapat dikatakan sebagai
konsitusi. Karena sebagaimana kita pahami sekarang bahwa konstitusi berisi hal-hal
mendasar yang melindungi hak asasi manusia24.
Adapun mengenai prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Piagam Madinah menurut
Munawir Sjadzali adalah sebagai berikut25:
1) Bertetangga baik
2) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3) Membela yang teraniaya
4) Saling menasehati
5) Menghormati kebebasan beragama

B. Pakistan
Pakistan merupakan salah satu negara islam yang berada di kawasan asia selatan.
Negara ini dapat dikatakan sebagai negara islam karena di dalam konstitusi (tanggal 1 Maret
1962, kemudian diamandir tanggal 10 Januari 1967, tanggal 23 Juni 1964 dan tanggal 12 April
1973) mereka disebutkan secara jelas bahwa nama resmi negara pakistan adalah Republik
Islam Pakistan. Untuk meninjau lebih jauh apakah suatu negara dapat dikatakan negara islam

23

Muamar, “Piagam Madinah dan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau”, Skripsi, Program Studi
Jinayat Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 23.
24

Ibid., hlm. 23.

25

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta, UI Press, 1990),
Cet. 2, hlm. 15.
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atau bukan maka harus ditelaah apakah di negara tersebut dijalankan prinsip-prinsip islam
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas26.
Di pembukaan UUD Republik Islam Pakistan didahului dengan pernyataan
Bismillahirahmanirrahim dan dinyatan dengan tegas bahwa Pakistan adalah negara yang
sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kebebasan, persamaan, toleransi, keadilan
sosial, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah diajarkan oleh prinsip islam. Ketentuan ini
terdapat di alinea keempat Pembukaan UUD mereka. Kemudian di dalam pembukaannya juga
dijelaskan secara tegas bahwa semua kepentingan yang sah dari golongan minoritas wajib
dilindungi27.
Berbeda dari negara islam yang lain seperti Mesir atau Malaysia dalam menjelaskan
mengenai prinisip nomokrasi islam di dalam batang tubuh UUD mereka, Republik Islam
Pakistan menjelaskan prinsip-prinsip nomokrasi islam di dalam Pembukaan UUD. Hal ini
dilakukan karena menurut mereka prinsip tersebut adalah sesuatu yang sangat esensial
sehingga perlu diletakan di awal suatu UUD28.
Selain daripada itu, mungkin dapat dikatakan bahwa Republik Islam Pakistan adalah
salah satu negara yang menjadikan Piagam Madinah sebagai acuan mereka dalam membuat
UUD. Hal demikian terlihat dari prinsip-prinsip nomokrasi islam yang terdapat di dalam UUD
mereka dijelaskan secara tegas. Kemudian adanya Dewan Penasehat Ideologi Islam yang
diatur di dalam Pasal 228-231 UUD mereka menjadi hal menarik untuk dibahas. Dewan ini
bertugas untuk melakukan advis apakah sesuatu rancangan undang-undang bertentangan
atau tidak dengan ajaran islam29.

3. UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Islami

26

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, hlm. 232.

27

Ibid.

28

Ibid., hlm. 233.

29

Ibid.
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A. Mukadimah
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang
berbahagiaatau
dengan
selamat sentosa
mengantarkan
rakyat
Indonesia
ke depan
Pembukaan
mukadimah
menjadi
hal yang sangat
penting
dalam
suatu konstitusi
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
karena
dalam Pembukaan berisi nilai-nilai mengenai visi dan misi dari suatu negara. Di
dan di
makmur.

dalam pembukaan UUD NRI 1945, dalam hal ini akan dibahas satu persatu hal penting apa
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan

saja luhur,
yang ternyata
dalam Pembukaan
UUD NRI
bernuansakan
nilaiIndonesia
islam30:
supaya di
berkehidupan
kebangsaan
yang1945
bebas,
maka rakyat
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

1) Kemerdekaan

Kemudian
daripada ituberarti
untuk membentuk
suatu
pemerintah
Indonesia
Kemerdekaan
terbebas dari
belenggu
yangnegara
mengikat.
Dalamyang
bahasa Arab,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
kemerdekaan
disebut
hurriyyah
atau Istiqlal.
Islambangsa,
memakanai
kemerdekaan
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
dan ikut
melaksanakan
yang berdasarkan
kemerdekaan,
sebagaiketertiban
sebuahdunia
kemartabatan
manusia
yang perdamaian
menjadi abadi
syarat dalam
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
menyempurnakan
keimanan
dan amalyang
shaleh.
Di dalam
Al-qur’an
telah dijelaskan
suatu Undang-Undang
Dasar
negara Indonesia,
terbentuk
dalam
suatu susunan
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
di dalam Surah Al-Baqarah ayat ke 256 bahwa kemerdekaan dengan tanpa
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia,
dan merupakan
kerakyatan syarat
yang dalam
dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
paksaan
berislam:
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
“Tidak
ada paksaan dalam beragama; lantaran sudah jelas mana yang lurus
seluruh rakyat
Indonesia.

dan mana yang bengkok.” (Q.S. Al-Baqarah : 256)
Dengan memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai sesuatu yang penting dalam
berislam, maka memperjuangkan kemerdekaan merupakan bentuk ibadah yang
diperintah Allah bagi umat manusia31.

2) Hak
Hak dalam bahasa arab disebut Haqq yang artinya kebenaran. Dalam islam, konsep
hak dibagi menjadi dua, yaitu hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Di dalam
Al-qur’an dijelaskan megenai hak di dalam Surah Al-Baqarah ayat 147:
“Kebenaran itu dari Tuhanmu, janganlah kamu menjadi orang-orang yang
meragu.” (Q.S. Al-Baqarah : 147)
30

Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945, hlm. 48.
31

Ibid., hlm. 8.
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Semangat kebenaran yang tercermin dalam Al-qur’an menjadi semangat membara
yang menjadi bahan bakar dalam melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

3) Penjajahan
Penjajahan dalam bahasa arab yaitu istibdad yang artinya penguasaan atas
seseorang atau sekelompok orang untuk berpikir dan bertindak bukan atas suara
hati dan kemauannya sendiri melainkan atas kemampuan pihak lain yang
menguasanya.
“Sebutuk-buruknya bekal untuk hidup di alam kubur adalah kezaliman dan
penganiayaan terhadap sesama.” (Imam Syafi’i)
Menentang penjajahan berarti telah berbuat untuk kemerdekaan. Dan menentang
kezaliman adalah suatu kebenaran32.

4) Perjuangan
Berjuang dalam bahasa arab berarti jihad, yang mana jika dimaknai secara
mendalam bahwa jihad adalah upaya bersungguh-sungguh untuk mencapai apa
yang diyakini baik.
“Dan orang-orang yang berusaha secara sungguh-sungguh (berjihad) di jalan
Kami, niscaya Kami akan menunjukan jalan Kami. Dan sungguh Allah benarbenar bersama orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Ankabut : 69)33.

5) Berkat
Berkat berasal dari bahasa Arab yaitu barakah yang artinya nilai lebih yang
terdapat dalam setiap anugerah. Perjuangan bangsa Indonesia hingga
memperoleh kemerdekaan pantas disebut sebagai suatu keberkahan, karena
anugerah yang diberikan terasa lebih34.

6) Allah

32

Ibid.

33

Ibid., hlm. 9.

34

Ibid.
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Allah adalah sebutan bagi Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Sudah
sepatutnya bangsa Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia adalah
berkat pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kemerdekaan Indonesia
tidak akan tercapai35.

7) Ketuhanan Yang Maha ESA
Konsep mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan konsep Tauhid yang
Islam ajarkan
“Tidak pernah Kami utus seorang Rasul sebelum kamu (Muhammad) kecuali
kepadanya Kami ajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan kecuali Aku,
maka sembahlah Aku.” (Q.S. Al-Anbiya : 25)36.

8) Kemanusiaan
Kemanusiaan disini dimaknasi sebagai sebuah acuan moral dalam merumuskan
dan menjalankan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara Indonesia.
“Sunggh telah Kami muliakan anak cucu Adam (manusia), Kami angkat mereka
di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
anugerahkan kepada mereka keunggulan yang sempurna. (Q.S. Al-Isra’ : 70)37.

9) Persatuan
Bersatu berarti menyatukan unsur-unsur yang berbeda dalam satu derap langkah
bersama karena memiliki cita-cita yang juga sama. Dalam bahasa yang lebih islami
disebut jamaah.
“Berpegangteguhla kalian kepada tali (agama) Allah (dalam konteks
keindonesiaan, cita-cita menegakkan keadilan sosial) secara bersama-sama
(berjamaan) dan jangan bercerai-berai.” (Q.S. Ali Imran : 103)38.

35

Ibid., hlm. 10

36

Ibid.

37

Ibid., hlm. 11.
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Ibid.
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10) Kerakyatan
Kerakyatan sebagai prinsip bernegara berarti bahwa kepentingan atau
kemaslahatan rakyat yang harus menjadi sumber dan rujukan semua kebijakan
dan langkah kekuasaan negara
“Semua kalian adalah penggembala (pemimpin), semua kalian akan dimintai
pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya; seorang pemimpin
adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas
gembala/rakyatnya.” (HR. Bukhari)39.

11) Keadilan
Adil dalam bahasa Arab adalah al’adl yang berarti lurus. Adil berarti
memperlakukan semua orang sama, dan tanpa diskriminasi
“Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berindak adil kepada
orang-orang yang tidak nenerangi kalian demi alasan agama dan tidak (pula)
mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berbuat adil.” (Q.S. Al-Mumtahanah : 8)40.

B. Batang Tubuh
BAB I
Bentuk dan Kedaulatan Rakyat

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

PENJELASAN:
1) Kedaulatan

39

Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945, hlm. 12.

40

Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945, hlm. 13.
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Kedaulatan dalam bahasa Arab yaitu Dawlah yang berarti putaran atau giliran.
Dalam konteks bernegara, putaran atau giliran terkait dengan masa periode
kepemimpinan yang bersifat sementara. Sebagai konsep kekuasaan, kedaulatan
terbagi menjadi dua, yaitu kedaulatan absolut dan kedaulatan nisbi. Kedaulatan
absolut dipegang Tuhan, sedangkan kedaulatan nisbi ada di tangan manusia.
Dalam konteks BAB I UUD NRI 1945 ini kedaulatan yang dimaksud adalah
kedaulatan manusia (rakyat). Lalu yang jadi pertanyaan adalah konsep
kedaulatan rakyat apakah salah menurut islam? tentu saja tidak . Negara sebagai
lembaga kekuasaan publik untuk mewujudkan tujuan bersama adalah sebagai
instrumental atau alat saja, bukan tujuan. Sehingga bukan termasuk domain
keagamaan yang harus selalu ditentukan dari Allah tentang siapa yang berkuasa.
Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk melakukan ijtihad guna
membentuk dan mengaturnya.

2) Republik
Republik berasal dari dua kata, yaitu rechs (hukum) dan publica (rakyat), yang
berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat sebagai orientasi utama
menunjukan bahwa segala tindak tanduk negara harus demi kemaslahatan orang
banyak. Dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka suara rakyat dan kemaslahatan
mereka yang menjadi acuan utama bagi negara untuk melakukan suatu
kebijakan. Hal demikian sejalan dengan konsep kekuasaan yang diajarkan islam,
yang tidak lain untuk kemaslahatan orang banyak:
“Langkah dan kebijakan sesorang pemimpin haruslah selalu mengacu kepada
kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.” (As-Sayuti, al-Asybab wa an-Nadhair)

3) Negara Hukum
Negara hukum berarti negara yang mejadikan hukum sebagai landasan dalam
meyelesaikan permasalahan. Dengan adanya hukum akan terciptanya
keterautran dalam bermasyarakat, sehingga seseorang memiliki acuan terkait
dengan boleh atau tidaknya perbuatan dilakukan. Di dalam Al-qur’an telah diatur
mengenai perintah untuk ta’at pada hukum yang berlaku:
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“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan
kamu (Muhammad) hakim atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian
mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan
yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Q.S. Annissa : 65)

BAB II
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melaluipemilihan umum yang diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
Ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar .
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelsi Permusyawaratan Rakyat hanya dapat menghentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

PENJELASAN
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
Secara bahasa, kata Majelis berasal dari bahasa arab, yaitu ‘Jalas’ yang artinya tempat
duduk. Kemudian permusyawaratan berasal dari kata ‘musyawarah’ yang berarti
membicarakan suatu persoalan, dan kata Rakyat berasal dari kata ‘ra’iyyah’ yang
berarti gembala. Kerja MPR sebagai lembaga permusyawaratan di dalam islam telah
diatur mengenai pentingnya melakukan musyawarah dalam meyelesaikan masalah:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
17
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di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.” (Q.S. As-syura : 38)

2) Keputusan Dengan Suara Terbanyak
Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa suara terbanyak tidak menjamin adanya
kebenaran. Namun dengan adanya konsep suara terbanyak ini memberikan peluang
untuk melakukan musyawarah secara mendalam dalam menentukan mana yang
benar dan mana yang salah. Dalam politik, suara terbanyak tidak untuk menentukan
mana yang benar dan mana yang salah, melainkan lebih untuk memilih jalan yang
dianggap paling tepat.bagi banyak orang.
“Wahai Wabishah, mintalah fatwa kepada hatimu, kepada dirimu; kebaikan
adalah yang menenteramkan hatimu dan keburukan adalah yang
menggelisahkan hatimu, meskipun orang-orang bekata lain.” (HR. Ahmad) .

III.

Kesimpulan
Meskipun Indonesia bukan merupakan negara agama, namun secara rasa, nuansa

nilai-nilai keislaman begitu kental terasa di dalam

UUD NRI 1945, baik itu di bagian

pembukaan ataupun batang tubuh. Hal demikian dapat terlihat ketika dijelaskan mengenai
konsep musyawarah, kemerdekaan, kedaulatan rakyat, dll. Untuk itu, bukan menjadi
perdebatan lagi ketika mempertanyakan mengenai eksistensi agama di dalam konsitutsi
Indonesia, karena sudah jelas bahwa konstitusi Indonesia merupakan konstitusi yang religius
dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan.
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